Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau
Undang-Undang Pemilu telah membawa perubahan besar terhadap hukum Pemilu di
Indonesia. Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari enam buku dapat dikatakan
sebagai undang-undang paling komprehensif tentang pengaturan Pemilu sampai
sekarang. Pengaturan yang komprehensif tersebut tidak lepas dari berbagai polemik
yang ada dalam Undang-Undang Pemilu Salah satu polemik yang ada dalam
Undang-Undang Pemilu adalah tindak pidana Pemilu. Pengaturan tindak pidana
Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu mempunyai potensi untuk mereduksi
demokrasi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi
dan itu telah tertuang secara tidak langsung dalam UUD 1945. Artinya ketentuan
tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bertentangan
dengan negara demokrasi. Artikel ini membahas terkait dengan Peran Bawaslu
dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecurangan pada Tahapan Pemungutan dan
Perhitungan Suara. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah modus operandi
tindak pidana kecurangan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam
pemilu tahun 2019 yang ditangani oleh Bawaslu serta penegakkan hukumnya. Objek
penelitian ini yaitu ketentuan tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu.
Hasil dari penelitian ini masih ada pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi di
pemilu serentak tahun 2019 ini dan terkait Bawaslu, dan UU No. 7 Tahun 2017 masih

memiliki kekurangan.
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